
Undang-Undang Nomor 46 f ahun 1999 tentang Pernbcntukan Prov ms, Mal uku 
Utara, Kabupatcn Buru dan Kabupatcn Maluku Tenggara Barat (Lcrnbaran Negara 
RI 'l ahun 1999 Nomor 174, 'l arnbahanl.ernbaran Negara RI Nomor 1895) 
sebagaimana tcluh diubah dcngan Undang-Undang Nomor 6 Tahun :woo 
(Lernbaran Negara RI Tahun :woo Nomor 71, Tambahan Lernbaran Negara RI 
Nomor 3961 ). 

2. Undang-UndangNomor I'ahun 1003 tcntang Pcrnberuukan Kabupaten 
I lalrnahcra Utara, Kabupatcn I Ialrnahcra Sclatan, Kabupaten Kcpulauan Sula. 
Kabupaten Halmahcra Timurdan Kota I idore Kepulauan d1 Prov inst Maluku Utara 
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21. Tambahan l.embaran Negara RI 
Nomor 4164 ): 

3 Undang Undang Nomor I Ii Tahun 2004 tcntang Perncnksaan Pcngelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (I crnbaran Negara RI fahun 200-l Nomor 66. 
Tarnbahan Lembaran RI Negara Nomor 4400), 

5 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan antara 
Pernenntah Pusat dan Pernenntahan Dacrah ( l.cmbaran Negara RI ·1 ahun 2004 
Nomor 126, Tarnbahan Lcrnbaran Negara RI Nomor 4-08). 

6 Undang-Undang Nomor 23 r ahun 2014 rcntang Pernenntahan Daerah ( l.ernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201-l Nornor 244. Tarnbahan Lcrnbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 1015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pcrncnntahan Daerah, 

7 Peraturan Perncnnrah Nomor 55 Iuhun 2005 tentang Dana Perimbangan 

a bahwa sebagai pclaksanaan ketentuan Pasal 4 76 dan 4 77 Pcraturan Menteri Dalam 
Negen Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang M1l1"- Daerah Daerah, 
Pengclola Barang dan Pcngguna Barang mclakukan inventansasi barang rnihk 
daerah paling scdikit I (satu) kah dalarn 5 (hrna) tahun dalam rangka penyusunan 
neraca Satuan Kerja Pcrangkat Daerah dan Neraca Daerah Perlu dilakukan 
Inventansasi Barang Mihk Daerah, 

b bahwa agar pclaksanaan mventarisasi barang rnilik daerah erdayaguna dan 
berhasilguna scrta dapat bcrjalan dcngan lancar, perlu diatur dengan Peraturan 
Kepala Daerah Kabupaten Halrnahcra Selatan 

c. bahwa berdasarkan perumbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf 
b. pcrlu menetapkan Peraturan Kcpala Daerah Kabupaten I Ialrnahera Selatan 
tentang Petunjuk Tckrus Pclaksanaan lnventansasi Barang Milik Daerah 

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAIIA E 'A 
BUPATI HALMAHERA SELATAN, 

PETU J K TEKNI 
PELAK ANA.\N INVE TARI A. I 8ARANG l\llLIK DAERAII 

TENT ANG 

PERAT RA KEPALA DAERAII KABllPATE H LMAIIERA ELATA 
NOMOR: 12 TAIIUN 2019 

BllPATI IIALMAHERA ELAT 
PROVI I MALUKll UT R 

Mengingat 

Memmbang 

• • • 



1. Daerah adalah Kabupaten Hal mahera Sclatan 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pasal I 
Dalarn Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan: 

BABI 
KETENTllAN llMllM 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan PERATURAN KEPALA DAERAJI KABlJPATEN llALMAJfERA ELATAN 

TENTANG PETlJNJlJK TEKNIS PELAKSANAAN INVE TARISA I 
BARANG MILIK DAERAH 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja lnslansi Pemerintah (Lcmbaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614 ); 

I 0. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ten tang Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kcpada Pcmerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan lnformasi Laporan Pcnyelenggaraan Pcrnerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lernbaran Negara RI Tahun 2007 Nomorl 9, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4693); 

l l. Pcraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemcnntahan Daerah Provinsi. dan 
Pcrnerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lcmbaran Negara RI Nomor 4737): 

12. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007: 

l 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 IO Nomor 123. 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165): 

14. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 17 Tahun 20 IO tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 20 I 1, 

15. Peraturan Menteri Dal am Ncgeri Norn or 13 Tahun 20 IO ten tang Pedoman 
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap 
Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pcmeriksa Keuangan: 

16. Peraturan Menteri DaJam Negcri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan aias 
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Tekms 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Betita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 547); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negen 21 Tahun 2018 teruang Penilai Barang Mihk 
Daerah Di Lingkungan Pemenntah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 549); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tcntang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera 
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halrnahera Selatan Tahun 2016 nomor 8): 

20. Peraturan Daerah Kabupatcn Hal mahera Se Iatan Nornor O I Tahun 2019 ten tang 
Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selman Tahun 1019 Nomor O I); 



5 Sekretaris Dacrah adalah Sekretans Daerah Kabupatcn I lalmahera Selatan 

6 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sclanjutnya dismgkat SKPD adalah Satuan Kerja 

Perangkat Dacrah dilingkungan Perncnntah Kabupatcn I lalmahcra Selatan 

7 Barang Mihk Daerah yang dismgkat BMD adalah sernua barang yang dibeh atau 

diperoleh atas beban Anggaran Pendapadatan dan Belanja Daerah atau perolehan lamnya 
yang sah 

8. Pcngclola Barang Mihk Dacrah yang sclanjutnya disebut Pcngclola Barang adalah 

pejabat yang bcrwcnang dan bertanggung iawab rnelakukan koordmasi pengelolaan 

barang rnihk daerah 

9. Pcjabat Penatausahaan Barang adalah kcpala SKPD yang mempunyai rungs, pengcloluan 

barang milik ciaerah selaku pejabat pcngelola keuangan daerah 

I 0. Pengguna barang adalah pejabat perncgang kewcnangan penggunaan ha rang rmlik 

daerah 

11 Unit kerja adalah bagian SKPD yang melakvanakan satu atau beberapa program 

12. Kuasa Pengguna Ba rang Milik Dacrah sclanjutny a disebut scbagai Kuasa Pengguna 

Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang duunjuk oleh Pengguna Harang untuk 

menggunakan barang rmlik daerah yang bcrada dalarn penguasaannya dengan scbaik­ 
baiknya 

13. Pengurus Barang Milik Daerah yang sclanjutnya disebut Pengurus Harang adalah Pejabat 

dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang drscrahi tugas mengurus barang 

14. Pengurus Barang Pcngelola adalah pcjabat yang diserahi tugas menerima. menyunpan, 

mengeluarkan, dan menatausahakan barang mihk daerah pada Pejabat Penatausahaan 
Ba rang 

15. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas 

menerirna, menyimpan, mengeluarkan, mcnatausahakan barang rnihk daerah pada 
Pengguna Barang 

16. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang vang rnernbantu dalam 

penyiapan admmistrasi maupun tekrus penatausahaan barang mihk dacrah pada 
Pengclola Barang 

17. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang vang rnembarnu dalarn 

penyiapan administrasi maupun tckrus penatausahaan barang milik daerah pada 
Pengguna Barang 

18. Pengurus Barang Pernbantu adalah yang dtscrahi tugas mcnenma, men) impan, 

mengeluarkan, menatausahakan dan mempcrtanggung jawabkan barang rruhk daerah 
pada Kuasa Pengguna Barang 

19. Invcntarisasi adalah kegiaran untuk rnelakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan 

hasil pcndataan barang mrhk daerah 

20 Petugas inventansasi adalah pcgawai yang duunjuk pejabat yang berwcnang untuk 



(I) lnventarisasi dilakukan terhadap · 

a. Asel Tetap, berupa 

I. 1 anah 

2 Peralatan dan Mesin 

3 Gedung dan Bangunan 
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 

5. Asel Tetap Lamnya, dan 

6. Konstruksi Dalarn Pengerjaan 
b Barang Persedraan 

(2) lnventarisasi sebagarrnana dimaksud pada ayat (I) huruf a angka I sarnpai dcnaan anuka 5 

BAB II 

OBJEK I VENTARI A I 

Pasal 4 

Pasal J 
Inventansasi Barang Milik Oaerah benujuan untuk 

a. Mcngerahui kondrsi barang mrhk daerah yang ada pada saiuan kcrja perangkat daerah 
b. Mcnyajibn mlai Asel ·1 ctap, Asel Lam-lain dan persediaan sccara wajar scsuai dcngan 

kebcradaan fisik barang milik dacrah 

Pasal 2 
Peraturan Kepala Daerah rm rnengatur tentang 

a Tata cara pclaksanaan mventansasi Barang Milik Daerah olch Pcngelola Barang dan 
Pengguna Barang Saluan Kcrja Pcrangkat daerah 

b. Tmdak Lanjut yang harus dilakukan olch Pengelola Barang dan Pcngguna Barung 
setelah dilakukan mvcntansasi barang milik daerah 

22. Kartu lnventaris Ruangan yang selanjutnya disebut KIR adalah kartu untuk mencatai 

barang-barang yang ada dalam ruangan kerja 

23. Kartu lnventans Barang yang selanjutnya dismgkat KIB adalah kartu untuk rncncatat 

barang-barang lnventans secara tersendin atau kumpulan/kolekup drlengkapi data asal, 

volume, kapasuas, mcrk, type, rulai/harga, dan data Iain mengenai barang iersebut yang 

dipcrlukan untuk invcntarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan sclama barang nu 
belum dihapuskan. 

24. Buku lnventans adalah himpunan catatatan data tekrns dan adrrurnstrauf y ang diperoleh 

dan catatan Kartu lnvcntans sebagai hasi I mvcntarisasi diuap-uap SKPD ) ang 
dilaksanakan secara screntak pada waktu tertentu 

25 Buku lnduk Inventaris adalah gabunganlkompilasi buku inventans 



BAil iii 

PELAKSANA INVENTARISASI 
Pasal 6 

(I) Pengelola Barang Mil ik Daerah mengkoordinosikan rencana penyelenggaraan inventansasi 

barang milik daerah 

(2) Dalam mengkoordinasikan inventarisasi barang milik daerah, dibentuk Tim Koordinasi 

lnventarisasi Barang Milik Daerah 

(3) Tim Koordinasi lnventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri dari : 

a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator 

b. Assisten Bidang Administrasi selaku Ketua 

c. Kepala SK.PD yang membidangi Asel Dacrah selaku Sekretaris 
d. lnspektur Selaku Anggota 

e. Sekretaris pada SKPD yang membidangi aset daerah selaku anggota 

f. Kepala bagian Hukum selaku anggota 

g. Kepala Bidang pada SKPO yang membidangi Aset Daerah selaku anggota 
h. Kepala Sub.Bidang pada SKPD yang membidangi Asel Daerah sebanyak 3 orang selaku 

anggota 

1. Staf pada SKPD yang membidangi Asel Daerah paling banyak 15 orang selaku anggota 

termasuk didalamnya Tim Auditor dari lnspcktorat. 

(4) Tim Koordinasi lnventarisasi baning Milik Daerah mempunyar tugas 

a. memberikan pembekalan kepada Panitia Pelaksana lnventarisasi SKPD tentang tata cara 
inventarisasi Barang Milik Daerah 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi diseluruh SKPD 

c. melakukan pemantauan dan monitoring alas pelaksanaan inventarisasi Barang Mrlik 
daerah diseluruh SKPD 

d. Meneliti kebenaran laporan hasil inventarisasi Barang Milik Daerah 

e. Menyampaikan laporan hasil inventarisasi barang milik daerah kepada Bupati 

(5) Tim Koordinasi lnventarisasi barang Milik Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati 

Pasal 7 

(I) Pelaksanaan inventarisasi oleh SKPD dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh kepala 
SKPD 

(2) Pada Sekretariat Daerah dan SK.PD yang memiliki unit pelaksana teknis di kecarnatan, 
panitia inventarisasi dapat dibentuk secara berjenjang sesuai dengan keburuhan 

Pasal 5 

Pada saat inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pemeriksaan 

dokumen kcpcmlikan atas Barang Milik Daerah. 



Pasal 9 

(I) Panitia inventarisasi SKPD melakukan pengecekan barang yang ada dalam buku inventans 
dan barang dalam penguasaan SKPD serta rncnycsuaikan dcngan : 

a. Kondisi dan keberadaan barang yang bersangkutan di SKPD 

b. Batasan nilai aset tctap sesuai dengan Standar Akuntansi Perncrintah Daerah 
c. Pencatatan Barang Milik Daerah 

d. Dokumen kepemilikan yang dirruliki 

(2) Barang yang ada dalam buku inventaris dan fisiknya ada dilapangan dengan kondisi bark 

dan rusak ringan dicatat dalam daftar barang yang baik dan rusak ringan 

(3) Barang yang ada dalam buku inventaris dan fisiknya ada dilapangan dengan kondisi rusak 
berat dicatat dalam daftar barang yang rusak berat 

(4) Barang yang ada dalam buku inventaris dan fisiknya ada di lapangan tetapi milik pihak lain 
dicatat dalam daftar barang bukan rrulik pemerintah daerah 

(5) Barang yang ada dalam buku inventans dan fisiknya ada dilapangan tetapi tidak memenuhi 

batasan nilai aset dicatat dalam daftar barang extra comptabel 

(6) Barang yang ada dalam buku inventaris tctapi fisiknya tidak ada di lapangan dicatat dalarn 
daftar barang hilang dalam penelusuran 

(7) Barang yang ada dalam buku inventaris Daftar Barang Berupa Tanah dan Bangunan yang 

tidak ditemukan fisiknya diakibatkan adanya kesalahan dalarn Pencataian dicatat dalam 
daftar Barang yang tidak ditemukan karcna kcsalahan pencatatan 

(8) Barang yang ada dalam buku inventans tetapi fisiknya tidak ada d: lapangan dan 

berdasarkan informasi sudah beralih ke SKPD lain dicatat dalam daftar barang mutasi yang 
sudah dimutasi kc SKPD lain. 

BAB IV 

TATA CARA INVENTARI A, I 

Pasal 8 

( 1) Pengelola barang menyarnpaikan surat mcngenai rcncana pcnyclcnggaraan invcntarisasi 

barang milik dacrah secara sercntak kcpada seluruh SKPD disenai dengan pedoman 
penyelenggaraan inventarisasi dan format-format yang dibutuhkan 

(2} SKPD melaksanakan inventarisasi Barang Milik Dacrah secara serentak pada jadwal yang 
ditentukan 

(3) lnventarisasi Barang Milik Daerah scbagaimana drmaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

selama 2 (dua) bulan, kecuali untuk Sckrctariat Daerah dan SKPD yang memiliki Unit 
Pelaksana Teknis di Kccamatan dilaksanakan sclama 3 (uga) bulan. 

c Kasubag Kcuangan, pcngurus barang, operator asct SKPD dan 2 orang pcgawai senior 

yang mcngetahui asal muasal barang SKPD selaku anggota 



(23) Format Daftar Barang Rusak Berat scbagairnana dimaksud pada ayat (3) tcrcantum pada 

Larnpiran 11 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pcraturan Bupau irn. 

(24) Format Daftar Barang Bukan Milik Pemerintah Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat 

(4) tercantum pada Lampiran Ill dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(25) Format Oaftar Barang Extra Comptabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum 

pada Lampiran IV dan rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(26) Format Daftar Barang I lilang Dalarn Penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian tidak tcrpisahkan dan Peraturan Bupati 

( 11) Barang Milik Daerah bcrupa tanah yang merniliki sertifikat aras nama pihak lain dicatat 

dalam daftar Barang Milik Daerah berupa tanah yang memiliki sertifikat alas nama pihak 
lain 

( 12) Barang Milik Dacrah berupa tanah yang bclum rnernihki senifikat dicatat dalam daftar 

Barang Milik Daerah berupa tanah yang tidak merniliki sertifikat 

( 13) Barang Berupa kendaraan bermotor yang tidak rncrruliki bukti kepernihkan an. Pcmda 

Halse! dicatat dalam daflar Kendaraan Bcrrnotor yang tidak merniliki bukti kepernilikan an. 
Pemerintah Daerah. 

( 14) Barang Milik Daerah yang sementara dalam sengketa dicatat dalam daftar Barang Milik 
Daerah dalam sengketa 

( 15) Ba rang Milik Oacrah yang dimanfaatkan olch pihak lam dicatat dalam daftar Ba rang Milik 

Daerah yang dimanfaatkan olch Pihak Lain 

( 16) Barang Milik Daerah berupa jalan, ingasi dan bangunan yang dibangun dr atas tanah mihk 

pihak lain dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah yang dibangun d1 alas tanah milik 

pihak lain 

( 17) Barang Milik Daerah berupa gcdung yang sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat 

persetujuan Bupati dicatat dalam daftar Bangunan yang sudah dibongkar retapi belum 
mendapatkan persetujuan Bupati 

(18) Barang Milik Daerah yang belum dikapitalisasi dicatat dalam daftar barang yang belum 
dikapitalisasi 

( 19) Barang Milik Daerah yang pencatatannya parsial dicatat dalam daftar barang yang 
pencatatannya masih parsial 

(20) Barang yang pcncatatannya pada akun yang tidak sesuai dicatat dalam daflar barang yang 
pencalatannya pada akun yang tidak sesuai. 

(21) Barang Milik Daerah yang berada pada LJPB dan rnasih tercatat di SKPD lnduk drcatat 

dalam daftar barang pada UPS dan masih tcrcatat di SKPD lnduk. 

(22) Format Dafiar Barang Baik dan Rusak Ringan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupau 
ini. 



(31) Format Oaftar Barang berupa tanah yang merniliki scrtifikat atas nama pihak lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11) tercantum pada Lampi ran X dan mcrupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

(32) Format barang berupa tanah yang belum memiliki sertifikat scbagaimana dirnaksud pada 

ayat ( 12) tcrcantum pada Larnpiran XI dan rncrupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(33) Format barang berupa kendaraan berrnotor yang udak mcmiliki bukti kepemilikan an 

Pemda scbagaimana dimaksud pada ayat ( 13) tcrcanturn pada l.arnpiran Xll dan rnerupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(34) Format barang yang scmentara dalam scngketa sebagairnana dimaksud pada ayat ( 14) 

tercantum pada Larnpiran XII I dan rnerupakan bagian ridak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(35) Formal barang yang dirnanfaatkan olch pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 15) 

tercantum pada Lampiran XIV dan merupakan bagian udak tcrpisahkan dan Peraturan 
Bupati ini. 

(36) Format barang berupa jalan, irigasi dan bangunan yang dibangun di atas tanah milik pihak 

lain sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 16) tercantum pada Lampi ran XV dan merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(37) Format barang berupa gedung yang sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu rnendapat 

persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 17) tercanturn pada Larnpiran XVI 

dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pcraturan Bupati ini. 

(38) Format barang yang belum dikapitalisasi sebagairnana dimaksud pada ayat ( 18) tercantum 

pada Lampiran XVII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupan ini. 
(39) Format barang yang pencatatannya parsial scbagairnana dirnaksud pada ayat ( 19) tercantum 

pada Lampiran XVIJI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pcraturan Bupati ini. 

(40) Format barang yang pencatatannya pada akun yang tidak sesuai sebagairnana dirnaksud 

pada ayat (20) tercantum pada Larnpiran XIX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

lercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
Int 

(28) Format Daftar Barang yang Sudah Dimutasi kc SKPD lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (8) tercantum pada Larnpiran VII dan rnerupakan bagian udak terpisahkan dan 
Peraturan Bupati ini 

(29) Format Daftar Barang Belurn Tercatat scbagaimana dunaksud pada ayat (9) tercanturn pada 

Lampiran V111 dan rncrupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Pcraturan Bupati ini 

(30) Format Oaftar Barang yang dikuasai oleh Pihak Lain sebagarrnana dimaksud pada ayat ( 10) 

tercantum pada Larnpiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupau 



paling lambat 15 (lima betas) han kelender sctclah berakhrrnya pelaksanaan am entansasi 
(2) Laporan I lasrl lnvcntansasi scbagarmana drrnuksud pada ayat (I) tcrdiri dari 

a Surat Penganta, dan kepala SKPD 

b. Surat Pernyataan Kcpala SKPD yang rncnyatakan telah menyclenggarakan invcmansasi 
Barang Malik Daerah pada SKPD masmg-masing 

c. Buku lnventans Barang sebclum inventarisasi 

d Hasil lnventansasi berupa 

I Daflar Barang Baik dan Rusak Rmgan 
2. Daftar Barang Rusak Bernt 

3 Daftar Barang Bukan Mihk Pemenntah Daerah 
4 Daftar Ba rang Extra ( 'omptabel 

5 Dafiar Barang Hilang Dalarn Pcnelusuran 

6 Daftar Barang Bcrupa Tanah dan Bangunan yang tidal duernukan fisiknya 
diakibatkan adanya kesalahan dalarn Pcncatatan 

7 Daftar Barang yang sudah mutasi ke SKPD lam 
8 Daflar Barang Bclum Tercatat 

9 Daftar Barang yang dikuasat oleh pihak lam 

IO Daftar Tanah yang Bel um Berserti fikat Atas Nama Pemenntah Kabupaten 
I lalrnahcra Selatan 

11 Daftar Tanah Yang Berada Dalarn Penguasaan Pernenruah Kabupatcn Halmahcra 
Selatan Namun Tidak Mcrrnliki Scrtifikat 

12 Dafter Kendaraan Bcrmotor Yang Bcrada Dalarn Penguasaan Pemenntah Kabupatcn 
I lalmahera Sclaian tidak mcrmhki STNK dan BPKB 

13. Daflar Barang Dalarn Scngketa 

14 Daftar Barang yang dimanlaatkan pihak lain 

15 Daltar Barang berupa jalan, rngasi dan bangunan yang dibangun d1 atas tanah rmhk 
pihak lam 

16 Daflar Barang Bcrupa Gedung Yang Sudah Dibongkar Tanpa 1 erlebih Dahulu 
Mcndapat Persetujuan Bupati 

17 Daftar Barang yang belum dtkapuahsasi 

18. Daftar Barang yang Pcncatatannya masih Parsial 

I 9 Daflar Barang yang pencatatannya pada akun yang tidak scsuai 

20 Daftar Barang yang berada pada UPB yang masih tercatat d, SKPD lnduk 
(3) Hasil inventansas, scbagaimana dimaksud ado a ·at 2 huruf d 

LAPOR 

BAB V 

IIA IL I VE 'TARI A I 

Pasal IO 

(I) Kepala SKPD selaku Pengguna Ba rang menyarnparkan laporan has ii mventansasi SKPD 



Pasal 13 

(I) Hasil lnventarisasi berupa Barang Rusak Bernt diundaklanjuu dengan pcnjualan dan 
pemusnahan 

(2) Penjualan sebagarrnana dirnaksud pada ayat (I} untuk Barang Milik Daerah dalam kondrsi 

rusak bcrat dan masih mcrruliki nilai ekonorms 

(3) Proses penjualan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) diawali dcngan usulan Pcngclola 

Barang/Pengguna Rarang kcpada Oupati dengan rnctarnprrkan sebagai benkut 
a data barang rmlik dacrah; 

b pernmbangan penjualan; dan 

c. pertimbangan dan aspek tekrus, ekonorrns, dan yundis olch Pengclola Barang/Pengguna 
Ba rang 

(4) Pemusnahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) untuk Barang Mihk Dacrah dalam 
kondisi rusak berat dan tidak mernihki nilai ckonornis 

(5) Proses pcmusnahan scbagairnana dirnaksud pada ayat (4) diawali dengan usu Ian Pcngclola 
Bnrang/Pcngguna Barang kepada Hupan dengan mclampirkan : 

a pcrnrnbangan dan alasan pernusnahan 

BAB VI 

Tl OAK LA Jl'T IIA IL I VE~TARI A, I 

Pasal 12 

(I) I lasil inventarisasi berupa Barang Baik dan Ba rang Rusak Rmgan, dirindaklanjun dcngan 
penyusunan buku invcntaris Baru 

(2) Berdasarkan buku inventaris baru sebagaimana drrnaksud pada ayat (I) dilakukan 

penyesuaian data Barang Milik Daerah dalam aphkasi SIMBDA Barang Mil," Daerah 

Pasal 11 

(I) Pengelola Barang M1'1" Oaerah dibantu oleh Pcmbantu Pengclola mengurnpulkan hasil 

inventarisasi yang disampaikan olch SKPD 

(2) Pembantu Pengclola dibantu olch 11m scbagarrnana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

rnelakukan pengecekan tcrhadap kebenaran hasil mvemansasi olch SKPD, disertai dcngan 
dokumcn pendukung yang disampaikan 

(3) Apabila berdasarkan hasil pengccekan tim terdapat kesalahan dan/atau kckurangan, maka 

hasil mventansast dikcmbalikan kepada SKPD yang bersangkutan untuk d1JX!rba1J...1 

(4) Pembahasan Hasrl lnvcntansasi duingkat SKPD dapat rnelrbatkan personil pihak lam yang 

dianggap tahu tcntang sejarah kcberadaan barang tcrsebut 

(5) Hasil lnvcntansasi diungkat SKI'D dilaporkan oleh kepala SKPD sclaku Pcngguna Rarang 
kepada Pengclola Barang Milik Daerah 



Pasal 15 
(I) Terhadap hasil mventarisasi berupa barang Extra Cornptabel, Tim Koordinasi Pelaksanaan 

lnventarisasi Barang Milik Daerah melakukan pcneluian sesuai dengan batasan/standar aset 
tetap yang ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi Pcmenntah Dacrah 

(2) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ternyata barang 

tersebut tidak memenuhi batasan nilai aset tetap, maka dilakukan pcnghapusan barang 

tersebut dari Daftar Barang Milik Daerah dan menempatkannya pada barang Extra 
Comptabel. 

Pasal 14 

(I) Terhadap hasil inventarisasi berupa Barang Bukan Mihk Pemenntah Daerah, maka 

Pembantu Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap dokurnen keperrulikan barang 
tersebut 

(2) Dokumen kepemilikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat berupa sertifikat 

surat hibah, surat penyerahan tanah untuk tanah, STNK/BPKB untuk kendaraan bermotor. 
dokumen kontrak/berita acara serah terima barang untuk barang lainnya 

(3) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) temyata barang 

tersebut memang bukan milik pemerintah daerah, maka dilakukan penghapusan barang 
tersebut dari daftar barang milik daerah 

1. identitas Pengguna Barang!Kuasa Pengguna Barang; dan 

2. pemyataan bahwa barang rmlik dacrah tidak dapat digunakan, tidak dapat 

dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lam sesuai dengan 
ketentuan pcraturan perundang-undangan 

d. fotokopi bukti kepemilikan, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan 
bukti kepernihkan; 

e. kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan kartu 
identitas barang: dan 

f. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan. 

(6) Hasil inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah dalam kondisi rusak berat dilakukan 

koreksi pada Laporan Barang Pcngguna/Kuasa Pengguna terhadap hasil invcntarisasi 

berupa perubahan kondisi barang dilakukan dengan menggunakan data dari dokumen 
dengan cara sebagai berikut : 

a. menggunakan menu transaksi "Ubah Data" pada aphkasi SIMBDA. 

b. terhadap barang rusak berat yang sudah diusulkan ke Pengelola Barang dilakukan 

reklasifikasi ke Daftar Barang Rusak Berat, 

(7) Penghapusan Barang Milik Daerah dan Daftar Barang Rusak Berat dilakukan berdasarkan 
Surat Keputusan Penghapusan Bupati/Pengelola Barang. 



meneliti ada tidaknya kcsalahan yang mengakibatkan tidak ditcmukannya Barang M1l1k 

Daerah tersebut, dcngan kctentuan sebagai berikut : 

a. Dalam hal hasil verifikasi dan pcnclitian Tim Koordinasi Pelaksana lnvcntansasi 

Barang Milik Daerah terdapat kcsalahan pcncatatan atas tanah/bangunan, dilakukan 
proses koreksi KI B 

b. Dalam hal hasil verifikasi dan penelitian Tim Koordinasi Pclaksana lnventarisasi 

Barang Milik Dacrah tidak terdapat indikasi kcsalahan yang mcngakibatkan udak 

drtcmukannya Barang Milik Daerah, maka Pcngguna Barang atau pejabat yang drben 

kuasa mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah kcpada Bupati. 

(2) Usulan pcnghapusan Barang Milik Dacrah scbagairnana dirnaksud pada ayat (I) huruf b 
dcngan mclampirkan: 

a. Berita Acara I lasil Vcrifikasi dan Pcnchuan clan Tim Koordmasi Pclaksana 

lnventarisasi Barang Milik Daerah. 
b. Rekapitulasi Kertas Kerja lnvcntansasi 11MD: 

c. Rckomcndas, penyclcsaian pcrmasalabandan usulan tindak lanjut: 

d. Surat Kctcrangan Tanggung Jawab Mutlak dari Pcngguna Barang 

(3) Terhadap hasil invcntarisasi Barang Mtlik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan 

dinyatakan tidak duernukan diakibatkan karena adanya barang yang secara fisik hilang. 

tidak dikctahui kcbcradaannya, SKPD rncmbuat dan rnenandatangam Surat Kctcrangan 

Tanggung Jawab Mutlak yang sekurang-kurangnya mcrnuat antaralain 

a. idcntitas Pengguna Rarang atau pejabat yang dibcri kuasa, 

b. pernyataan mcngenai telah melakukan vcnfikasi dan peneliuan, dan 

c. pernyataan rncngenai tanggung jawab pcnuh alas kebenaran usulan yang diajukan. bark 
materil maupun formil 

d. hilangnya Barang Mitik Daerah sebagarmana pada ayat (3) divcnfikast dan dirchu oleh 

Tim Koordinasi Pelaksana lnventarisasi Harang Milik Daerah ada udaknya kesalahan 

yang mengakibatkan tidak ditemukannya Barang Milik Daerah tersebut 

e. dalam hal hasil vcrifikasi dan pcrrulitian Tim Koordtnasi Pelaksana lnventansasi Barang 

Milik Daerah sebagaimana pada ayat (2) terdapat indikasi .kesalahan yang 

mengakibatkan Barang Milik Daerah tidak ditcmukan, dilakukan proses Tuntutan Ganti 

Rugi (TOR) sesuai kctcntuan peraturan pcrundang-undangan. 

f. Setelah proses penetapan TOR, Pengguna Barang atau pcjabat yang diben kuasa 

mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang dan 

melaporkan adanya tagihan TGR kepada Sekrctans Dacrah C.q. BPKAD 

g. Usulan penghapusan Barang Milik Dacrah dcngan melampirkan antara lain. 
I. Fotokopi Surat Keputusan Penetapan TOR: 

2. Fotokopi Rekapitulasi Kertas Kerja lnventarisasi BMD: 

3. Fotokopi rekornendasi penyelesaian pcrmasalahan dan usu Ian trndak Ian· ut: dan 



Pasal 18 

(I) Hasil inventansasi berupa barang belum tercatat, diundaklanjuti dengan meneliti dokurnen 

kepemlikian, Surat penyerahan dan nilai barang 

(2) Apabila barang yang belum tercatat udak diketahui nilainya, Pembantu Pengelola 

rnenugaskan Tim Pcrulai Barang Milik Dacrah untuk menentukan nilai barang tersebut 

(3) I last I perulaian oleh um pemlai barang milik daerah ditetapkan dngan keputusan Bupati 

(-1-) Berdasarkan keputusan Bupati tcntang Nilai Barang Milik Daerah, Kepala SKPD mencatat 
barang terscbut ke dalam buku inventaris SKPD yang bersangkutan 

Pasal 17 

(I) Terhadap hasil inventarisasi bcrupa Barang yang Sudah dirnutasi ke SK.PD lain, Tim 

Koordinasi pelaksanaan lnventansasi Barang Milik Oaerah melakukan verifikasi dengan 

SKPD yang rnenyerahkan dan SKPO yang menerima 

(2) Apabila berdasarkan hasil vcnfikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) SK.PD yang 

mcnerima mcnyatakan bahwa barang tclah diterima, maka barang tersebut dihapuskan dari 

daftar barang SKPD yang menyerahkan dan dicatat pada SK.PD penerima. 

t. Dalam hal usulan penghapusan Barang Mihk Daerah sebagaimana pada ayat (7) 

rncndapat persetujuan dari Bupau, Sckrctaris Dacrah menerbitkan Surat Keputusan 

Pcnghapusan Barang Milik Dacrah sesuai dengan ketentuan peraiuran perundang 

undangan uruuk Barang dibawah Pengguna Barang dan Keputusan Bupati untuk Barang 
yang berada di bawah Pengelola Barang 

J Koreksi Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dilakukan terhadap rekapitulasi 
kertas kcrja invcntarlsasi BMD bcrupa barang hilang tidak ditemukan dengan cara 
scbagai benkut : 

I. Terhadap barang yang hilang/lidak ditcmukan yang sudah diusulkan ke Pengelola 

Barang dilakukan reklasifikasi ke Daftar Asel Lainnya dan dituangkan dalam 
Catalan Alas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 

2 Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Aset Lainnya dilakukan berdasarkan 
Surat Keputusan Penghapusan 

3 Usulan penghapusan atas Barang Milik Daerah yang tidak ditemukan karena sudah 

diserahkan kepihak lain, harus dilcngkapi dengan ash Surat Pemyataan dari 

Pcngguna Barang yang sckurang-kurangnya mcmuat: 
(a) identitas Pengguna Barang; 

(b) pemyataan bahwa Barang Milik Daerah yang tidak ditemukan Lelah diserahkan 

ke Pernerintah Daerah/Skf'Dzpihak lain: dan 

(c) pemyataan Pengguna Barang bahwa surat pernyataan tidak mengakibatkan 
beralihnya tanggung jawab ke Pengelola Barang. 



Pasal 20 
(I) I lasil mvcntarisasi bcrupa Barang Milik Dacrah Bcrupa tanah yang berada dalam 

penguasaan pemenruah Kabupaten Halrnahera Sclatan namun udak didukung dengan 

dokumcn keperruhkan diundaktanjuu dengan upaya Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang untuk mempcroleh dokumen awal bukn kcpemihkan, sepern nwayat tanah melahn 
koordmasi dengan Kelurahan, Kctamatan, atau pihak terkan lainnya 

(2) Dokumcn awal buJ..11 kepernihkan sebagarrnana ayat (I) digunakan oleh Pengguna 

Barang, Kuasa Pengguna Barang dalam mendaftarkan Barang Milik Daerah bersang.kutan 

ke BPN1Kantor Pertanahan untuk pencrbuan scrnfikat atas nama Pcmerintah Kabupaten 
Halrnahera Selatan 

(3) Pengguna Barang/Kuasa Pcngguna, Ba rang bertanggung jawab menjaga dan mengamankan 

Barang Milik Daerah dari pcnggunaan dan/atau pcmanfaatan oleh pihak yang udak berhak, 

antara lam dengan rnernasang papan plang tanah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera 

Pasal 19 

(I} l lasil inventarisasi berupa Barang Mtlik Daerah yang belum bersertifikat atas nama 

Perncnruah Kabupaien I lalmahera Selatan yang didukung olch dokumen awal kepernihkan 

antara lain bcrupa Letter CID, serufikat atas nama pihak yang melcpaskan hak, akta juai 

bell, akta hibah, atau dokumen setara lainnya, duindaklanjuti dengan sernfikasi Barang 
\J11hk Daerah. 

(2) Dalam rangka scrufikasi Barang Mihk Daerah scbagairnana ayat (I) 

a Pcngguna Barang, Kuasa Pcngguna Barang mcngajukan usul kepada BPKAD untuk 

dilakukan serufikasi Harang Mrhk Daerah, dengan kelengkapan dokumen antara lain 
I) Surat Pelepasan Hak (SPH) 
2) Alas Hak 

3} Peta Lokasr: dan 

4) kuuansi pcrnbehan 

b Proses sertifikasi dilakukun dr BPN!Kantor Pertanahan seternpat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

(1) Alas tanah yang telah berscnuikat maupun masrh dalam proses pensertifikatan, Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menjaga dan mengamankan BMD dari penggunaan 

dan auu pcrnanfaatan oleh pihak yang udak behak serta dokumen asli Sertifikat tanah 

terscbut discrahkan ke Bidang aset daerah, BPKAD Kab Halmahera Selatan 

(4) Pengarnanan aset tanah dilakukan dengan cara antara lam rnemasang papan plang tanah 

rruhk dacrah, melakukan pcrnagaran, dan meruupkan Barang Mihk Daerah dimaksud 

kcpada aparat pcmcnntah seperu Desa dan/atau Carnal seternpat. 

( 5) Tanah yang telah bcrserufikat maupun masih dalam proses pensertifikatan, dicatat dan 

dilaporkan dalam Laporan Harang Pcngguna/Kuasa Pengguna, sorta diungkapkan dalam 

Catalan Alas Laporan Harang Mil1J.. Daerah dan Catalan Atas Laporan Keuangan. 



Pasal 22 
( I J Hasil inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh pihak lain ditindak 

lanjuti dengan proses hibah, pinjam pakai dan upaya penguasaan barang milik daerah 

dimaksud 
(2) Pihak lain sebagairnana pada ayat (I) adalah 

a. Sadan Usaha Mihk Negara 

b Badan Usaha Milik Daerah 

c lnstansi Pemenntah Pusat 
d lnstansi Pernerintah Provinsi 

e Pemerintah Desa 

f Pihak selain poin a, b, c dan d 
(3) Dalarn hal Barang Milik Daerah sebagaimana ayat (2) poin a, b, dan c Pengguna 

Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan proses hibah untuk jerus aset tanah dan 

proses pinjam pakai untuk aset selain tanah 

(4) Dalarn hal Barang Milik Dacrah sebagairnana ayat (2) pain d Pengguna Barang/Kuasa 

Pcngguna Barang dapat rnelakukan proses hi bah untuk jenis aset yang menjadi kewenangan 

pemerintah desa. 

(5) Dalam hal Barang Mrhk Daerah scbagaimana pada ayat (2) porn e, Pengguna Barang/Kuasa 

Pcngguna Barang wajib rnelakukan upaya untuk dapat menguasai Barang Milik Daerah 

terscbut. 

(6) Upaya scbagairnana ayat (5) dapat dilakukan dengan cara: 

a Melakukan pendekatan sccara persuasif melalui rnusyawarah dengan pihak yang 

menguasai Barang Milik Daerah bersangkutan, baik dilakukan sendiri maupun dengan 

rnediasi aparat pemerintah yang terkait. 

b Dal am hal upaya pendekatan persuasif tidak berhasil,maka dilakukan upaya hukwn: 
I. untuk Barang Milik Dacrah berupa tanah 

( 4) Barang Milik Daerah tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang 

Pengguna/Kuasa Pengguna. serta diungkapka dalam Catalan Atas Laporan Barang Milik 

Daerah dan Catatan Atas Laporan Kcuangan. 

Pasal 21 

(I) Hasil mventarisasi terhadap Barang Milik Daerah berupa kendaraan bennotor dalam 

penguasaan pemenntah Kabupaten Halmahera Selatan Namun Tidak didukung dengan 
dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) ditindaklanjuti mclakukan upaya untuk 

menclusuri kcberadaan dokurnen kepernilikau tcrsebut. 

(2) Apabila dokumen kepemilikan sebagaimana ayat (I) tidal diternukan, Pengguna 

Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib rnelakukan upaya pengurusan pembuatan dokumen 

kepermlian kcndaraan bermotor kcpada pihak tcrkait paling larnbat 31 Desember 2020. 



Pasal 23 
(I) I lasil rnvcntarisasi ierhadap Barang Milik Daerah yang dalam sengketa ditindaklanjuti 

dengan upaya Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pendekatan secara 

persuasif mclalui rnusyawarah, baik dilakukan sendiri maupun dengan mediasi aparat 

pcmerintah yang terkau 

(2) Dalam hal upaya yang dilakukan sebagaimana ayat (I) tidak dapat diselesaikan maka 

dilakukan upaya hukum dengan rnchbatkan Pengelola Barang untuk mengajukan gugatan 

perdata kepengadilan setempat atau penyelesaian arburase. 

(3) Tcrhadap Barang Milik Dacrah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata dapat 

diundak lanjuu dcngan cara 

a Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak, agar penanganan 

perkara lebih hau-hati dengan rnengajukan buku yang kuat, dan melakukan upaya 

hukum sampai dengan pcrunjauan kembali .. 

b Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tidak menjadi pihak, agar 

Pengguna Barang/Kuasa Pcngguna Barang mclakukan intervensi atas perkara yang ada. 
c. Dalam hal Pcngguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mcnjadi pihak dan perkara telah 

putus dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagai pihak yang kalah, 

Pengguna Barang/Kuasa Pcngguna Barang menyampaikan permohonan kepada 

Pengelola Barang agar rnengajukan gugatan pcrlawanan atas putusan tersebut. 

intervensi; dan/atau 

·+- menyampaikan pclaporan kepada instansi yang berwenang, dalam haJ diindikasikan 

adanya undak pidana yang djlakukan pihak lain tersebut. 

(7) Setelah berhasil .menguasai kernbali Barang Milik Daerah terscbut secara fisik Pengguna 

L3arang/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab untuk menjaga clan mengamankan 
Barang Milik Daerah bersangkutan dan penggunaan dan/atau pemanfaatan oleh pihak yang 

tidak berhak. 

(8) Selanjutnya Barang Milik Daerah tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang 

Pengguna/Kuasa Pengguna. serta diungkapkan dalarn Catalan Atas Laporan Barang Milik 
Daerah dan Catalan Alas Laporan Keuangan apabila belum dicatat dalam Daftar lnventans 

Ba rang. 

a) mcngajukan pcmblokiran hak atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan 

scternpat, dalarn hal tanah telah bersertifikat: dan 

bj rncngajukan permintaan pernblokrran tanah kepada Desa dan Camat setempat, 

dalam hat tanah belum bersertifikat. guna menghindari adanya pengahhan hak 
kepernilikan alas tanah, 

untuk Barang Mllik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, mengajukan 

pcrmohonan penctapan pengosongan dari pengadilan atas Barang MJlik Daerah 
tersebut, 

3. melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dengan mengajukan gugatan 



Pasal 24 

(I) I Iasil mvcmarisasi terhadap Barang Mrlik Daerah yang dimanfaatkan pihak lain dengan 

cara kompensasi maupun tanpa kornpensasi. 

(2) Tindak lanjut terhadap barang rmlik daerah yang dimanfaatkan dengan cara kornpensasi 

sebagairnana ayat (2) ditindak lanjuti dengan: 

(I) BPKAD dan aparat pcngawas fungsional lnspektorat melakukan review atau audit, 

apabila besaran kompcnsasi atas aset yang dikerjasamakan dinyatakan Jebih kecil 
daripada yang ditentukan, maka pihak lain harus mcmenuhi kekurangan nilai tersebut. 

(2) Seluruh penerimaan daerab yang dipcroleh dan pemanfaatan Barang Milik Daerah 

harus disetor kc Rekcning Kas Daerah sesuai hasil review atau audit aparat pengawas 

f ungsional. 

d Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak dan perkara telah 

berkekuatan hukum tetap dengan putusan mengalahkan Pengguna Barang/Kuasa 

Pcngguna Barang, dan upaya perlawanan dari Pengelola Barang telah berkekuatan 

hokum tetap dan udak mempunyai upaya hukurn lain, maka putusan dimaksud agar 
segera diundaklanjuu dengan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Tcrhadap Barang Milik Dacrah yang rncnjadi obyek sengkcta dalam perkara pidana 

ditindaklanjuu dengan cara: 

a menycdrakan buku-bukti yang kuat dan/atau saksi ahli yang menguatkan kepemilikan 

negara atas Barang Milik Daerah, melalui kerja sama yang baik antara Pengguna 

Barang/Kuasa Pcngguna Barang dcngana parat penegak hukum yang menangani 
pcrkara pidana terscbut; dan 

b memonitor dengan cermat perkara pidana terkait Barang Milik Daerah tersebut sampai 

dengan adanya putusan pcngadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak 

mempunyai upaya hukurn lainnya. 

(5) Dalam hal diindikasikan adanya tindak pidana yang dilakukan pihak lain, Pengguna 

Barang/Kuasa Pengguna Barang melaporkan hal terscbut ke instansi yang berwenang. 

(6) Sctelah berhasil menguasai kernbali Barang Milik Daerah tersebut secara fisrk, Pengguna 

Barang bcrtanggung jawab untuk rncnjaga dan mengamankan Barang Milik Daerah 

ber angkutan dan pcnggunaan danlatau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berbak. 

(7) Selanjutnya Barang Mihk Dacrah tersebut dicatat dan dilaporkan dalam l.aporan Barang 
Pengguna/Kuasa Pcngguna, serta diungkapkan dalam Catalan Atas Laporan Barang Milik 
Dacrah dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 

(8) Dalam hal telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan ridak ada 

upaya hukurn lamnya, yang rncngakibatkan berahhnya status kepermlikan Barang Milik 

Daerah kcpada pihak lain, maka putusan pengadilan tersebut agar segera ditindaklanjuu 

dengan pclaksanaan pcnghapusan BMD scsuai dcngan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 



Pasul 26 

(I) J last! mvcmarisasi tcrhadap Barang Mrhk Daerah bcrupa gcdung yang sudah dibongkar 

tanpa terlcbih dahulu rncndapat persctujuan Bupati diundaklanjuu dcngan review atau audit 

olch Aparat pengawas lnspcktorat atas pernbongkaran gedung tanpa persetujuan dari Bupati 
dan menetapkan potcnsi pencrirnaan alas pembongkaran tanpa rzin 

(.2) Rekornendasi hasrl reicw atau audit sebagaimana pada ayat (I) disampaikan kepada SKPD 
yang bersangkutan 

( 3) Dal am hal terdapat sisa bongkaran, rnaka BPKAD melakukan pemlaran atas bongkaran 
yang tcrsisa dan dilakukan pclelangan 

( 4) Drusulkan penghapusan penjualan atas gedung tersebut scsuai ketentuan peraturan 
pcrundangan-undangan 

Pasal 25 

(I) f Iasil inventarisasi tcrhadap Barang Milik Dacrah berupa Jalan, Irigasi dan bangunan yang 

berada pada tanah milik pihak lain ditindak lanjuu dengan proses pelepasan hak atas tanah 
tersebui 

(2) Proses pclcpasan hak sebagnirnana ayat (I) dilakukan sesuai peraturan dan ketentuan yang 
berlaku 

(4) Jika terdapat hak dacrah yang masih terutang oleh pihak larn.. seluruh hak daerah 

dimaksud wajrb dibayar oleh pihak lain tersebut melalui penyetorannya ke Rekening 
Kas Dacrah. 

(5) Selanjutnya Barang Mihk Daerah terscbut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang 

Pengguna/Kuasa Pcngguna, serta diungkapkan dalam Catalan Atas Laporan Barang 
Mihk Daerah dan Catalan Atas l.aporan Keuangan. 

(3) I rndak lanjut terhadap ha rang milik daerah yang dimanfaatkan tanpa kompesasi drundak 
lanjuu dcngan 

a. Pernanlaatan Barang Miltk Dacrah oleh Pemcnntah Daerah dan Barang Milik Daerah 

yang dioperasrkan pihak lain dalam rangka rnenjalankan pelayanan umum sesuai tugas 

dan fungsi Pernerintah Kabupatcn I !almahera Sclatan yang sesuai ketentuan peraturan 

perundangan udak pcrlu rnernbayar kornpensasr, harus dilakukan melalui prosedur 
sesuai kctentuan pcraturan perundang-undangan 

b Terhadap Barang Mrh], Daerah, bark yang menurut sifat dan keadaannya lebib optimal 

apabila dimanlaaikan oleh pihak lain dalam rnenunjang tugas fungsi satuan kerja 

maupun untuk opurnahsasi Penenrnaan Daerah Bukan Pajak {PDBP), maka 

pernantaatan tcrscbut harus diproses dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundangan 

c Barang Mihk Dacrah terscbut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Baran 

Pengguna Kuasa Pengguna, serta diungkapkan dalam Catatan Alas Laporan Ba rang 
Milrk Daerah dan Catalan Atas Laporan Kcuangan 



(7) Barang milik daerah sebagaimana ayat (2) huruf d, e dan f adalah pencatatan aset jembatan, 

irigasi dan jaringan yang pencatatan terpisah bcrdasarkan tahapan pencairan dan tahun 

perolehan ditmdaklanjuu dengan melakukan penggabungan pencatatan di SIMBDA barang 

berdasarkan kcrtas kerja hasil inveruansasi 
(8) Tindak lanjut sebagarrnana pada ayat (2), (4), (5). (6) dan (7) dilaksanakan setelah 

dilakukan verifikasi olch Tim Koordinasi Pelaksanaan lnventansasi, 

(3) Barang rnilik dacrnh sebagairnana ayat (2) huruf a adalah tanah pada satu lokasi dengan 

hamparan yang sarna dan pcncatatan terpisah ditindaklanjuti dengan melakukan 

penggabungan pencatatan di SlMBDA barang berdasarkan kertas kerja hasil inventarisasi 

(4) Barang rmlik daerah sebagaimana ayat (2) huruf b adalah pencatatan aset Jalan, Jembatan, 
lngasi dan Jaringan yang pencatatan terpisah ditindaklanjuti dengan melakukan 

penggabungan pencatatan dt SIMBDA barang berdasarkan kertas kerja hasil mventansasi 

(5) Barang milik daerah sebagaimana ayat (2) huruf b adalah pencatatan satu aset jenis gedung 

bangunan yang terpisah berdasarkan tahapan pembayaran duindaklanjuti dengan melakukan 

penggabungan pencatatan di SIMBDA barang berdasarkan kertas kerja hasil inventarisasi 

(6) Barang rmlik daerah sebagairnana ayat (2) huruf c adalah pencatatan aset Jalan yang 

pencatatan terpisah bcrdasarkan tahapan pencairan dan tahun perolehan ditindaklanjuti 
dengan melakukan pcnggabungan pencaiatan di SIMBDA barang berdasarkan kertas kerja 

hasrl inventansasi 

a. Tanah 

b Gedung dan Bangunan 

c. Jalan 

d Jembatan 

e lngasi 

r Jaringan 

Pasal 28 

(I) I lasil inventarisasi terhadap Barang M11lk Daerah yang pencatatannya masih parsial 

ditindaklanjuti dcngan penggabungan Barang Milik Daerah dimaksud 

(2) Barang Milik Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berupa 

Pasal 27 

(I) Hasil inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah berupa Jalan, Jernbatan, lrigasi dan 

Jaringan yang belum dikapitalisasi ditindaklanjuti dengan membuat kapitalisasi 

(2) Barang rnihk daerah sebagaimana ayat (I) diundaklanjuti dengan rnelakukan kapitalisasi 

pada pencatatan di SIMBDA barang berdasarkan kertas kerja hasil inventarisasi 

(3) Barang Milik Daerah yang dapat dratnbusrkan pada kapitahsasi sebagaimana pada ayat (2) 
adalah tanah dan pant kanan kiri jalan 
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Pasal JI 

Peraturan Kepala Daerah rru mulai berlaku pada tanggal drundangkan, agar seuap orang 

mengerahumya, memenntahkan pengundangan Pcraturan Kepala Daerah ini dengan 
pencmpaiannya dalarn Berna Dacrah Kabupaten Halmahera Selatan 

'PE UTUP KETE T 

BAB VII 

Pasal 30 

(I) I lasil mventarisasi tcrhadap Barang Milik Daerah pada sub Unit Pengguna Barang dan 

rnasih tercatat dt SKPD lnduk dumdaklanjuu dengan melakukan mutasi atas pencatatan aset 
dan Unit Pcngguna Barang SKPD induk ke Sub Unit Pengguna Barang. 

(2) I indak lanjut sebagaunana pada ayat (I) dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim 
Koordmasi Pclaksanaan lnvcntansasi. 

(I) I last! mventansasi tcrhadap Barang Mihk Dacrah yang pencatatannya pada akun yang tidak 

sesuai ditindaklanjun dcngan rnelakukan reklasrfikasi aset pada akun yang sesuai 
bcrdasarkan kertas kerja hasil inventansast 

(2) r indak lanjut sebagarmana pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim 
Koordmasi Pelaksanaan lnvcntartsasi 

Pasal 29 



KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

PROVINSJ MALUKU UTARA 

PETUNJUK TEKNIS 

PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH 

TENT ANG 

PERATURAN KEPALA DAERAH 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

NOMOR:12 TAHUN2019 

LAMPI RAN 



- 

FORMAT DAFTAR BARANG BAIK DAN RUSAK RINGAN 

HASIL INVENTARISASI BARANG MIUK DAERAH 
DAFTAR BARANG BAIK DAN RUSAK RINGAN 

p ADA s KP O,,,,, ,,, ,, ,, I, I,,,,, Ill,,,,,,, Ill II,,,,,,,,,,,,,, 11111 "" "',,,,,,Ill II 

NOMOR SPESIFIKASI BARANG JUMLAH 
No. Pabrik 
No. Rangka Asal/Cara 

Tahun 
Ukuran 

Keadaan Barang No. 
Kode Ba rang Nama/Jenis No. Mesin Bahan Perolehan 

Perolehan 
Ba rang/ Satuan 

(B/KB) 
Kete1 Register Merk/Type Ba rang Harga Urut Ba rang No.BPKB Ba rang Konstruksi 

No. Palisi 

- - . -- - ---- - - -- - ----- ----- - - ~ - - ·- -- - -- - ---- --- ·--- - -- ·- -- - - -- ,__ - -- - ---- - - - -- - -- .... _ --- -,- - -,- - ,-~ ··-- - - --- ,_ __ -- -- --·- - -- -- . -- ,._ - - -- e- - 

TIM INVENTARISASI 
MENGETAHUI 

PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD KETUA ANGGOTA ANGGOTA 



Keterangan 
Harga 

ANGGOTA 

Ba rang 

JUMLAH 

Satuan 

ANGGOTA 

TIM INVENTARISASI 

Ukuran 
Ba rang/ 

Konstruksi 

Tahun 
Perolehan 

KETUA 

Asal/Cara 
Perolehan 

Ba rang 
Bahan 

Merk/Type 

No. Pabrik 

MENGETAHUI 
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD 

JUMLAH 

No. Rangka 
No. Mesin 
No.BPKB 
No. Polisi 

Nama/Jenis 
Ba rang 

Register Kode Barang 
No 

Urut 

SPESIFIKASI BARANG 

PA_OA SKPO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

HASIL INVENTARISASI BARANG MIUK DAERAH 
OAFTAR BARANG RUSAK BERAT 

FORMAT DAFTAR BARANG RUSAK BERAT 

NO MOR 



ANGGOTA 

Keterangan 
Harga 

Satuan 

ANGGOTA 

TIM INVENTARISASI 

KETUA 

Ba rang 

JUMLAH 

Ukuran 
Ba rang/ 

Konstruks, 

Tahun 
Perolehan 

Asal/Cara 
Bahan Perolehan 

Ba rang 

No. Polisi 

No. Sertiflkat 
No. Pabrik 
No. Rangka 
No. Mesin 
No. BPKB 

Merk/Type 

MENGETAHUI 
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPO 

JUMLAH 

Nama/Jenis 
Ba rang 

No 
Kode Barang Register 

Urut 

SPESIFIKASI BARANG 

p ADA s K p D, ,,,, ,,,,, , ,,,, , , I'""'"",,,,,,,,,, I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, II I 

HASIL INVENTARISASI BARA.NG MIUK DAERAH 
DAFTAR BARANG BUKAN MIUK PEMERINTAH DAERAH 

FORMAT DAFTAR BARANG BUKAN MIUK PEMERINTAH DAERAH 

NO MOR 



--··-···- --·--·-·-··- --···--- - . 

FORMAT OAFTAR BARANG EXTRA COMPTABEL 

HASIL INVENTARISASI BARANG MIUK OAERAH 
OAFTAR BARANG EXTRA COMPTABEL 

p ADA s K PO",,,,,,,,, I,, I"'",,,,,,,, II II,,,,,,,,,,,,' I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,' 

NOMOR SPESIFIKASI BARANG JUMLAH 
No. Sertifikat 

No. Pabrik Asal/Cara 
Tahun 

Ukuran 
Keadaan Barang No Nama/Jenis No. Rangka Bahan Perolehan Ba rang/ Satuan KetE Kode Barang Register Merk/Type Perolehan (B/KB/RB) Ba rang Harga Urut Ba rang No. Mesin Ba rang Konstruksi 

No.BPKB 
No. Polisi 

- - - - - - - - --- -- ---- - - - - - -- - --,- - '- --- _,_ - -- - . -- - ,_ 
- ,_ - , __ --- - ---- - - ·- ._,-· - - - - - - t- - ,_ - - --,- ~,- -- - - ,- - - ___ ,_ 

JUMLAH 

TIM INVENTARISASI 
MENGETAHUI 

PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD KETUA ANGGOTA ANGGOTA 



ANGGOTA ANGGOTA KETUA 

MENGETAHUI 
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD 

TIM INVENTARISASI 

NOMOR SPESIFIKASI BARANG JUMLAH 
No. Sertifikat 

No. Pabrik Asal/Cara 
Tahun 

Ukuran 
No 

Kode Barang 
Nama/Jenis No. Rangka Bahan Perolehan 

Perolehan 
Ba rang/ Satuan Keterangan 

Urut Register 
Ba rang 

Merk/Type 
No. Mesin Ba rang Konstruksi 

Ba rang Harga 

No. BPKB 
No. Polisi 

-- - - - '- -- - - _,__ - - r- -- - -- 1--·- - ,... ______ ,_ -·- ---- --- - - --- ,_ -- - - "- -,- - -·- - --- ·- ---- - - - - ,_ ,._ -- -->- ~ -- - -·- -- - - t- -- - - - - - - -- - - -- ,_ - JUMLAH 

p ADA s K p O ,,, , II,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""" 1111111 Iii,", II I, Ill Ill,, 111111 "" II II 

HASIL INVENTARISASI BARANG MIUK DAERAH 
DAFTAR BARANG HILANG DALAM PENELUSURAN 

FORMAT DAFT AR BARANG HILANG DALAM PENELUSURAN 



ANGGOTA 

Keterangan 
Harga Ba rang 

JUMLAH 

ANGGOTA 

Satuan 

TIM INVENTARISASI 

Ukuran 
Ba rang/ 

Konstruksi 

Tahun 
Perolehan 

KETUA 

Asal/Cara 
Perolehan 

Ba rang 
Bahan No. Rangka 

No. Mesin 
No.BPKB 
No. ?olisi 

No. Sertifikat 
No.Pabrik 

Merk/Type 

MENGETAHUI 
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD 

JUMLAH 

Kode Barang Register 
No 

Urut 

SPESIFIKASI BARANG 

P ADA SK.PO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I I Ill I II,, 

Nama/Jenis 
Ba rang 

NOMOR 

HASIL INVENTARISASI BARANG MIUK DAERAH 
DAFTAR BARANG TANAH DAN BANGUNAN YANG TIOAK OITTMUKAN KARENA KESALAHAN PENCATATAN 

FORMAT OAFTAR BARANG BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TIDAK OITTMUKAN KARENA KESALAHAN PENCATATAN 



ANGGOTA 

Keterangan 
Harga Ba rang 

JUMLAH 

ANGGOTA 

Satuan 

TIM INVENTARISASI 

Ukuran 
Ba rang/ 

Konstruksi 

Tahun 
Perolehan 

KETUA 

Asal/Cara 
Perolehan 

Ba rang 
Bahan No. Rangka 

No. Mesin 
No.BPKB 
No. Palisi 

No. Sertifikat 
No. Pabrik 

Merk/Type 

MENGETAHUI 
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPO 

JUMLAH 

Nama/Jenis 
Ba rang 

Kode Barang Register 
No 

Urut 

SPESIFIKASI BARANG 

p ADA s KP D ,,, II,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""""' 

HASIL INVENTARISASI BARANG MIUK OAERAH 
DAFT AR BARANG YANG SUOAH OIMUTASI KE SKPO LAIN 

FORMAT DAFT AR BARANG YANG SUDAH DIMUTASI KE SKPD LAIN 

NOMOR 



ANGGOTA ANGGOTA KETUA 

MENGETAHUI 
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD 

TIM INVENTARISASI 

------1- -- ,_ - - - - 
- -,- -----·- 

- - - - ---- - ---- --- 
- - - -- - ---- - - - - - 

- - - -- - - - 
- - - - 

-- ,_ - - - - - - - 
- - - JUMLAH 

- 

Harga Merk/Type Register Saluan No. Rangka 
No. Mesin 
No.BPKB 
No. Polisi 

Bahan Nama/Jenis 
Ba rang 

No 
Kode Barang 

Urut 

Keadaan Barang 
(B/KB/RB) Ba rang 

Tahun 
Perolehan 

Asal/Cara 
Perolehan 

Ba rang 

Ukuran 
Ba rang/ 

Konstruksi 
(P, S, D) 

No. Sertifikat 
No. Pabrik 

JUMLAH SPESIFIKASI BARANG NO MOR 

p A DA SKP D ,,,,,, ,,,,, ,,, II 11111111,,, ,,,, I II II II,,,, II II II 1111111 I IIUI ,,, ,,,,, II I 

HASIL INVENTARISASI BARANG MIUK OAERAH 
DAFTAR BARANG YANG BELUM TERCATAT 

FORMAT DAFT AR BARANG YANG BELUM TERCATAT 

. 



ANGGOTA 

Harga Ba rang 

JUMLAH 

Keadaan Barang 
(B/KB/RB) 

ANGGOTA 

TIM INVENTARISASI 

Satuan 
Ukuran 
Ba rang/ 

Konstruksi 

Tahun 
Perolehan 

KETUA 

Asal/Cara 
Perolehan 

Ba rang 
Bahan 

No. Sertifikat 
No. Pabrik 
No. Rangka 
No. Mesin 
No.BPKB 
No. Palisi 

MENGETAHUI 
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD 

JUMIAH 

Kode Barang Merk/Type 
Ba rang 

Nama/Jenis 
Register 

No 
Urut 

SPESIFIKASI BARANG NOMOR 

p ADA s KP O ""I" II,, II 1111111111111111' "II,, I 111111,,, ,,, ",,,,'Ill,," I II Ill"' 

HASIL INVENTARISASI BARANG MIUK DAERAH 
DAFTAR BARANG YANG OIKUASAI OlfH PIHAK IAIN 

FORMAT OAFTAR BARANG YANG OIKUASAJ OlfH PIHAK IAIN 



• 

ANG GOT A ANG GOT A KETUA 
MENGETAHUI 

PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPO 

JUMLAH 

Harga Saluan Luas (m2) Lokasi Ualan, 
desa, kec) 

Tahun 
Perolehan 

Asal/Cara Perolehan 
Barang 

Nama/Jenrs 
Ba rang 

Keterangan No 
Kode Barang Register 

Urut 

p ADA s l(P O' "'I" I,', 11111 I"",,,, I,,,'"" 1111111111111 I Ill,,"" I,'"' I,,,,,,,, 

NOMOR 

HASIL INVENTARISASI BARANG MIUK OAERAH 
DAFT AR TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

FORMAT OAFTAR TANAH YANG BELUM BER.SERTIFIKAT ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 



BAHR.Al KASUBA 

BUPATI HAL 1AHERA SELATAN. 

ANGGOTA ANGGOTA 

Keterangan Harga 
Lokasi (Jalan, 

desa, kec) 

KETUA 

MENGETAHUI 
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD 

JUMLAH 

Register Kode Barang tuas {m2) Satuan No 
Urut 

Tahun 
Perolehan 

Nama/Jenis 
Ba rang 

Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 

NOMOR 

p ADA s KPD I I II II II II II II,,, I,,,,,,,,, II II II I""'",,,,,,,,,,,, II Ill II Ill II II II II I 

HASIL INVENTARISASI BARANG MIUK OAfRAH 
OAFTAR TANAH YANG BELUM MfMIUKI SERTIFIKAT 

FORMAT DAFT AR TANAH YANG BELUM MEMIUKI SERTIFIKAT 



ANGGOTA ANGGOTA 

Harga Ba rang 
Keadaan Barang 

(B/KB/RB) Ke 

JUMLAH 

KETUA 

TIM INVENTARISASI 

Tahun 
Perolehan 

Ukuran 
Barang (cc) Satuan 

MENGETAHUI 
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPO 

JUMLAH 

NO MOR SPESIFIKASI BARANG 
No. Rangka Asal/Cara 

No 
Kode Barang Nama/Jenis 

Merk/Type 
No. Mesin Bahan Perolehan 

Urut Register 
Ba rang No.BPKB Ba rang 

No. Polis, 

HASIL INVENTARISASI BARANG MIUK DAERAH 
DAFTAR KENDARAAN BERMOTORYANG TIOAK MEMIUKI DOKUMEN KEPEMIUKAN AN. PEMOA 

FORMAT DAFT AR KENDARAAN BERMOTOR YANG TIOAK MEMIUKI DOKUMEN KEPEMILIKAN AN. PEMDA 

p ADA s KP O ,,, ,, "I 1111111 I,,,,,,,,,,,,,," II II I"""'"",,,, I""'""""' II Ill 



--- -- -----·- 

FORMAT DAFTAR BA.RANG DALAM SENGKETA 

HASIL INVENTARISASI BA.RANG MIUK DAERAH 
DAFTAR BA.RANG DALAM SENGKETA 

P ADA s KP D '"'"" I Ill""" II Ill,,,,,,,,,,,,,, I I,,, 111 I 1111 ,,, ,,,,,,, ,,,, ,,,, , t II 

NOMOR SPESIFIKASI BARANG JUMLAH 
No. Sertifikat 

Ukuran 
No. Pabrik Asal/Cara 

Tahun Ba rang/ Keadaan Barang 
No Nama/Jerus No. Rangka Bahan Perolehan Satuan Kete Kode Barang Register Merk{Type Perolehan xonstruks. (B/KB/RB) Ba rang Harga Urut Ba rang No. Mesin Ba rang 

(P, S, 0) 
No.BPKB 
No. Polisi 

- -- ----- --- - - - ~- 
,_ - -- ---- - --- -- - - ._ ___ - - _,_ --- - -- -- - --- -- -- - --- - - 

.__ - - -~- - -- - -- - ··-- - - - ~ 
- - - - - - - -- ·-'- - - JUMLAH 

TIM INVENTARISASI 
MENGETAHUI 

PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD KETUA ANGGOTA ANG GOT A 



ANGGOTA 

Keterangan 

ANGGOTA 

Harga Satuan 

TIM INVENTARISASI 

Ukuran 
Ba rang/ 

Luas 

Tahun 
Perolehan 

KETUA 

Asal/Cara 
Perolehan 

Ba rang 
No. Sertifikat 

MENGETAHUI 
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD 

JUMLAH 

No 
Urut 

Register Kade Barang 

SPESIFIKASI BARANG 

PAO A SK PD,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ill,,, Ill II,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ill II,,,,,,,,,,,,"',, 

HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH 
DAFTAR BARANG YANG OIMANFAATKAN PIHAK LAIN 

FORMAT DAFTAR BARANG YANG DIMANFAATKAN PIHAJ< LAJN 

Nama/Jenis 
Ba rang 

NOMOR 



ANGGOTA ANGGOTA KETUA 

MENGETAHUI 
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD 

JUMLAH 

Register Kode Barang 
Bahan No 

Urut 
Keterangan 

Keadaan Barang 
(B/KB/RB) Barang Harga 

Satuan 

JUMLAH 
Tahun 

Perolehan 
Nama/Jenis 

Ba rang 

Ukuran 
Konstruksi 

(luas) 

Asal/Cara 
Perolehan 

Ba rang 

NO MOR 

p A DA s KP O",,,, ,,, ,, ,,, I,,"",,,,,,,, 1111111 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,Iii II# II,,,,,, 1111 

HASIL INVENTARISASI BARANG MIUK DAERAH 
DAFTAR BARANG YANG BERUPA JALAN, IRIGASI DAN BANGUNAN YANG DIBANGUN DI ATAS TANAH MILIK PIHAK LAIN 

FORMAT DAFTAR BARANG YANG BERUPA JALAN, IRIGASI DAN BANGUNAN YANG DIBANGUN DI ATAS TANAH MILIK PIHAK LAIN 



Keterangan 

ANGGOTA 

Ba rang Harga 

ANGGOTA 

Satuan 

JUMLAH 
Ukuran 
(luas) 

Tahun 
Perolehan 

KETUA 

Asal/Cara 
Perolehan 

Ba rang 
Bahan 

MENGETAHUI 
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD 

JUMLAH 

Nama/Jenis 
Ba rang Regisler Kode Barang 

No 
Urul 

• 

NOMOR 

p ADA SKP D II I,,,,,,, I 11111 I II,,, I I,,,,,,,,,,,,,,, Ill,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I,, I I 

HASIL INVENTARISASI BARANG MIUK DAERAH 
DAFT AR BARANG GEOUNG YANG SUOAH OIBONGKAR TANPA PERSETUJUAN BUPATI 

FORMAT DAFT AR GEOUNG YANG SUOAH OIBONGKAR TANPA PERSETUJUAN BUPATI 



• 

ANGGOTA ANGGOTA KETUA 
MENGETAHUI 

PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD 

TIM INVENTARISASI 

JUMLAH 

Barang Harga Merk/Type No. Sertifikat Register Kode Barang Satuan Bahan Nama/Jenis 
Ba rang 

No 
Urut 

Tahun 
Perolehan 

JUMLAH Keadaan Barang 1----~----1 

(B/KB/RB} 

Ukuran 
Ba rang/ 

Konstruksi 

Asal/Cara 
Perolehan 

Ba rang 

SPESIFIKASI BARANG NOMOR 

p AD A s I( p D ,,, II,,,,,,,,,,,,,,,,, II,,,',,,,,,,,,,,,,,,,,, II I,,,,',,,,,, Ill Ill,,,,,, 

HASIL INVENTARISASI BARANG MIUK DAERAH 
DAFTAR BARANG YANG BELUM OIKAPITAUSASI 

FORMAT DAFT AR BARANG YANG BELUM OIKAPITAUSASI 



ANGGOTA 

Harga Ba rang 

JUMLAH 

Keadaan Barang 
(B/KB/RB) 

ANGGOTA 

TIM INVENTARISASI 

Satuan 
Ukuran 
Ba rang/ 

Konstruksi 

Tahun 
Perolehan 

KETUA 

Asal/Cara 
Perolehan 

Ba rang 
Bah an No. Rangka 

No. Mesin 
No.BPKB 
No. Polis, 

No. Sertifikat 
No. Pabrik 

MENGETAHUI 
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPO 

JUMLAH 

Merk/Type 
Nama/Jenis 

Ba rang 
Register Kade Barang 

No 
Urut 

SPESIFIKASI BARANG NO MOR 

p AD A SK PD,,, II I II II II I II II,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I II 1111 ,,,, II 

HASIL INVENT ARI SAS I BARANG MIUK DAE RAH 
DAFT AR BARANG YANG PENCATATANNYA MASIH PARSIAL 

FORMAT DAFT AR BARANG YANG PENCATATANNYA MASIH PARSIAL 



Ha Ba rang 

ANGGOTA ANGGOTA KETUA 
MENGETAHUI 

PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPO 

JUMLAH 

Keadaan 
Satuan Ba rang 

(8/KB/RB) 

Ukuran 
Ba rang/ 

Konstruksi 

TIM INVENTARISASI 

Tahun 
Perolehan 

Asal/Cara 
Perolehan 

Barang 
Bah an 

Seharusnya pada 
akun (lanah, 

peralatan mesin, 
gedung bangunan, 
aset tetap lainnya, 

KOP) 

Pencatatan pada 
akun (tanah, 

peralatan mesin, 
gedung bangunan, 
aset tetao lamnva, 

KOP) 

PAO A SK PO ,,,, ,,,,,, ,,, ,, ,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

No. Sertifikat 
No. Pabrik 

No. Rangka 
No. Mesln 
No.BPKB 
No. Polisi 

Merk/Type Register Kode Barang Nama/Jenis No 
Urut 

4 

HASIL INVENTARISASI BARANG MIUK DAERAH 
DAFTAR BARANG YANG PENCATATANYA PADA AKUN YANG TIOAK SESUAI 

FORMAT DAFTAR BARANG YANG PENCATATANYA PADA AKUN YANG TIDAK SESUAI 

SPESIFll<ASI BARANG 

Barang 

NO MOR 



Unit 
PenSBuna 

Hart1a Barang {UPB) 

ANGGOTA ANGGOTA KETUA 

MENGETAHUI 
PENANGGUNGJAWAB/KEPAlA SKPD 

TIM INVENTARISASI 

JUMLAH 

Ba rang Ba rang Merk/Type Register Kode Barang Saluan Bahan Nama/Jenis No 
Urut 

Keadaan Barang 
(B/KB/RB) 

Tahun 
Perolehan 

Asal/Cara 
Perolehan 

Ba rang 

Ukuran 
Barang/ 

Konstruksl 
{P, S, DI 

No. Serttfikat 
No Pabnk 

No. Rangka 
No Mesln 
No BPKB 
No. Pohsl 

SPESIFIKASI BARANG JUMLAH NO MOR 

PADA SKPO ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH 

DAFTAR BARANG YANG BERAOA PADA UPB DAN MASIH TERCATAT PADA SKPD INDUK 

FORMAT DAFTAR BARANG YANG BERADA PAOA UPB DAN MASIH TERCATAT PAOA SICPD INDUK 



ANGGOTA ANGGOTA KETUA 

TIM INVENTARISASI 

Barang Harga 
Satuan Bahan 

Keadaan Barang 
(B/KB/RB) 

Tahun 
Perolehan 

Asal/Cara 
Perolehan 

Ba rang 

Ukuran 
Ba rang/ 

Konstruksi 
(P.S. D) 

JUMLAH 

MENGETAHUI 
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD 

JUMLAH 

No. Polisi 

No. Sertifikat 
No. Pabrik 

No.Rangka 
No. Mesin 
No.BPKB 

Merk{Type 
Nama/Jenis 

Ba rang 
Kode Barang Register 

No 
Urut 

SPESIFIKASI BARANG NO MOR 

P ADA SKP O ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,11,,,,,, ,,,,, 

HASIL INVENTARISASI BARANG MIUK DAERAH 
OAFTAR BARANG YANG PENCATATANNYA MASIH OIGABUNG DARI BEBERAPAJENIS BMO 

FORMAT DAFTAR BARANG YANG PENCATATANNYA MASIH OIGABUNG DARI BEBERAPAJENIS BMD 


